
 

 

 

ABSTRAK 

 

Didin Wahyudin: Pelaksanaan Tukar Guling Tanah Wakaf Pada Proyek Kereta 

Cepat Jakarta-Bandung (Studi Ruislag Tanah Wakaf Pemekaman Umum di Desa 

Cilegong Kecamtan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta) 

         Pasal 40, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,   

menjelaskan bahwa pada dasarnya tukar guling tanah wakaf dilarang, kecuali 

setelah mendapatkan izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf 

Indonesia. Namun di Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur  Kabupaten Purwakarta, 

terjadi tukar guling tanah wakaf Pemakaman Umum yang dilaksanakan sebelum 

mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang, prosedur, dan 

mengetahui tukar guling tanah wakaf Pemakaman Umum Desa Cilegong 

Kecamatan Jatiluhur  Kabupaten Purwakarta menurut Peraturan Pemerintah Nomor 

25 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

 Penelititan ini didasarkan atas pemikiran dari Pasal 40, Pasal 41 Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  dinyatakan, bahwa harta benda 

wakaf yang sudah diwakafkan dilarang, dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, 

dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya. Pasal 

41 dinyatakan, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 huruf f 

(ditukuar), dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan 

digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang 

(RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

tidak bertentangan dengan syariah. Pasal 51 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 

42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf  dinyatakan, tukar guling dapat dilaksanakan setelah mendapatkan 

persetujuan tertulis dari Menteri Agama. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis 

empiris yakni menganalisis data empiris dan implementasi dilapangan yang ada 

untuk memperoleh gambaran mengenai latar belakang dan prosedur tukar guling 

tanah wakaf. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah mengklasifikasikan data-

data yang mencakup tukar guling tanah wakaf, dan wawancara dengan responden 

baik secara tertulis maupun lisan dari pihak yang melakukan tukar guling tanah 

wakaf tersebut. 

 Data yang ditemukan kemudian menjadi kesimpulan, latar belakang tukar 

guling tanah wakaf Pemakaman Umum Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur  

Kabupaten Purwakarta, dikarenakan adanya rencana proyek pembangungan trase 

kereta cepat Jakarta-Bandung dan prosedur pelaksanaan tukar guling tanah wakaf 

tersebut, dilaksanakan sebelum mendapatakan izin tertulis dari Menteri Agama. 

Pelaksanaan tukar guling tanah wakaf tersebut, tidak sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 20018 tenang Perubahan Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf. Tukar guling tanah wakaf ini menurut fiqih hukumnya boleh, 

mengikuti pendapat madzhab Hanafi dan Hambali. 


